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BAB IV 

PEMBAHASAN 

1. Sanksi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam putusan Kasasi dari 

Pengadilan Tinggi  Surabaya dan Pengadilan Negeri Bangkalan 

Hukuman yang diterapkan terhadap Edi Purnomo dan Sri Wahyuniningsih 

masing-masing enanm (6) bulan penjara karena menurut pendapat hakim 

Pengadilan Negeri Bangkalan dari fakta persidangan dengan adanya bukti dan 

saksi  yang dapat membuat meyakinkan hakim untuk memetuskan bahwa Sri 

Wahyuniningsih dan Edi Purnomo bersalah melakukan tindak pidana perzinaan. 

Putusan 6 bulan penjara karena menurut pendapat hakim hal-hal yang dapat 

meringankan adalah mengakui perbuatan yang dilakukan mulai awal persidangan 

perkara sampai perkara diputus. Sedangkan hal-hal yang memberatkan dari 

perbuatan menjadi penyebab retaknya suatu keluarga. Dari putusan penagdilan 

Negeri Bangkalan Sri Wahyuniningsih merasa keberatan maka Sri 

Wahyuniningsih menagajukan banding ke-Penagdilan Tinggi Surabaya pada 

tanggal 24 oktober 2007. Atas penagjuan Banding Sri Wahyuniningsih Pengadilan 

Tinggi juga berpendapat seperti halnya Penagdilan Negeri Bangkalan denagan 

putusan menerima permohonan banding dari Sri Wahyuniningsih dan menguatkan 

putusan Pengadilan Negeri Bangkalan. Dari kedua putusan yang dikeluarkan oleh 

Penagadilan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Tinggi  Surabya Sri 

Wahyuniningsih masih tidak merasa puas dengan menagajukan kasasi ke-

Mahkamah Agung pada 30 Januari 2007 dengan alasan yang diajukan sebagai 

berikut: 
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11. Dalam persidangan saya sebagai terdakwa tidak memberikan keterangan 

yang berbelit-belit dan mengakui kesalahannya dan perbuatan zina dengan 

terdakwa Edy Purnomo tersebut hanya 2 (dua) kali saja. 

12. Dalam perkara ini saya sebagai terdakwa Sri Wahyuningsih dan terdakwa 

Edy Purnomo, dan didalam persidangan saksi korban yaitu Mat Ruji ( 

suami Sri Wahyuningsih) tidak datang dan hanya memberikan selembar 

surat pernyataan bahwa saksi korban Mat Ruji tidak akan menuntut saya 

(Sri Wahyuningsih) sebagai mantan istrinya. 

13. Bahwa selain dengan terdakwa Edy Purnomo saya sebagai terdakwa Sri 

Wahyuningsih tidak pernah melakukan perbuatan zina dan perbuatan 

tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan 

14. Bahwa dalam persidangan saya sebagai terdakwa selalu hadir dan tidak 

mempersulit persidangan. 

15. Bahwa sejak kejadian tersebut, terdakwa Sri Wahyuningsih diceraikan 

oleh suaminya yaitu Mat Ruji dan oleh karena itu terdakwa Sri 

Wahyuningsih sampai saat ini menjadi satu-satunya tulang punggung 

keluarga yang menghidupi 2 (dua) anak yang masih dibawah umur dan 

masih sekolah dasar ( SD)
69

 

Dengan alasan yang diajukan oleh Sri Wahyuniningsih Mahkamah Agung 

berpendapat bahwa alasan 1-5 tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Pengadilan 

Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan mengenai berat ringannya penerapan 

hukuman adalah wewenang Pengadilan Tinggi yang tidak tunduk pada kasasi 
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kecuali pengadilan tinnggi menerapkan hukum yang tidak diatur dalam prundang-

undagan yang belaku atau menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan dengan 

cukup sehingga salah dalam mengambil keputusan. Maka Mahkamah Agung 

memutuskan  menolak atas penagajuan kasasi dari Sri Wahyuniningsih dengan 

maksud memperkuat putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.  

Penerapan hukuman yang diberikan dari tingkat pertama Pengadilan Negeri 

Bangkalan, tngkat kedua Penagdilan Tinggi Surabaya dan tingkat tiga Mahkamah 

Agung menurut pendapat penulis skripsi ini masih sangat ringan karena dari 

perbuatan tersebut selain merusak akhlak juga merusak tartan kekualuargaan yang 

merupakan dasar berdirinya masyarakat, karena suatu dasar dari suatu masyarakat 

adalah berdirinya suatu keluarga yang kokoh sehingga apabila dari dasarnya 

runtuh maka runtuh pula moral atau akhlak yang menjadi dasar berdirinya suatu 

masyarakat. Untuk lebih berantisipasi terhadap perbuatan yang dapat mrusak 

suatu keluarga dan masyarakat maka butuh tindakan yang lebih tegas ditengah-

tengah masyarakat atau peraturan yang lebih berat dari pada penerapan hukuman 

hakim di atas, untuk menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak 

mudah terjerumus dengan perbuatan perzinaan seperti yang dilakukan oleh Sri 

Wahyuniningsih dan Edi Purnomo. Seharusnya Mahkamah Agung merubah 

putusan Penagdilan Tinggi Surabaya denagn putusan sembilan (9) bulan penjara 

sesuai dengan pasal 284 ayat (1) KUHP yang menyatakan dihukum penjara 

selama-lamanya Sembilan bulan
70

:  
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1. a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 

kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya:  

b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:
71

 

2. Sanksi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam putusan Kasasi 

Mahkamah Agung No.726K /Pid/2008 dalam perspektif hukum pidana 

Islam 

Dalam kasus putusan perzinaan oleh Mahkamah Agung di atas yang 

menolak atas penagajuan kasasi dengan maksud memperkuat putusan Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam putusan Pengadilan Negeri  Bangkalan 

terdakwa I dan terdakwa II masing-masing  dihukum 6 (enam) bulan penjara, 

berdasarkan KUHP. Dalam kasus perzinaan di atas jika dikaji dalam pandangan 

hukum Islam perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji sehingga harus 

dihukum dengan berat, karena merusak moral dan sistem kemasyarakatan, dan 

mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem 

kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. 

Tindak pidana perzinaan dapat meruntuhkan masyarakat
72

. Kasus diatas jika 

dalam hukum pidana Islam terdakwa II yang bernama Sri Wahyuningsih karena 

sudah menikah termasuk zina muhsan yaitu perzinaan yang dilakukan oleh 

seseorang perempuan yang sudah menikah yang  hukumannya lebih berat dari 

pada yang masih lajang atau yang belum menikah sehingga dalam hukumannya 

dalam pandangan hukum pidana Islam bagi pelaku zina yang telah nikah  
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(Muhsan) hukumannya adalah rajam atau dilempar dengan batu sampai mati.Al-

muhshan adalah orang yang telah baliq, berakal, merdeka dan telah menikah, baik 

masih terikat perkawinan maupun yang telah bercerai.
73

 Para ulama telah 

bersepakat, bahwa hukuman yang dikenakana tardiri pelaku zina muhshan adalah 

dirajam. Pendapat ini didasarkan atas dalil hadis Rasulullah saw. sebagai berikut.: 

 

 )

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ashbagh bahwa seorang laki laki dari 

Bani Aslammen datangi Nabi saw. yang saat itu sedang berada di dalam 

Masjid. laki- laki itu mengatakan bahwa ia telah, berzina namun beliau 

berpaling darinya, maka alaki-laki itu menghadap kearah wajah beliau 

seraya bersaksi atas dirinya dengan empat orang saksi. maka beliau 

memanggil laki-laki itu dan bertanya: "apakah kamu memiliki penyakit 

gila?" ia menjawab, "tidak." beliau bertanya lagi: "apakah kamu telah 

menikah?" ia menjawab, "ya." maka beliau memerintahkan untuk 

merajamnya di lapangan luas. Dan ketika lemparan batu telah 

mengenainya, ia berlari hingga ditangkap dan dirajam kembali hingga 

meninggal. (HR. Bukhari)
74

 

 

Karena dalam kasus diatas terdakwa II adalah seorang perempuan, 

menurut imam abu Hanifah dan Imam Syafi’i cara merajamnya dipendam sampai 

dada, karena cara yang demikian itu lebih menutupi auratnya. Sedangkan menurut 
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pendapat Imam Malik dan pendapat rajih dalam mahzah Hambali wanita juga 

tidak dipendam sama halnya dengan laki-laki. Dalam hukuman rajam adalah 

hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau benda benda lain. 

Menurut imam Abu Hanifah lemparan pertama dilakukan oleh para saksi apabila 

pembuktiannya dengan persaksian. Kemudian diikuti oleh imam atau pejabat yang 

ditunjukdan kemudian diteruskan oleh masyarakat
75

 . 

 Sedangkan terdakwa I Edi Purnumo karena belum menikah dalam 

pandangan hukum pidana Islam di disebut zina (ghairuMuhsan)  bagi pezina yang 

belum nikah (ghairu Muhsan) hukumannya adalah 100 kali cambuk kemudian 

dibuang keluar daerah (diasingkan) selama satu tahun berdasarkan (QS. al-

Nur/24: 2) 

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya 100 (seratus) kali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 

Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-

orang yang beriman
76

 

 

Pelaksanaan hukuman dera atau cambuk atas terdakwa I kasus di atas 

yang bernama Edi Purnomo karena seorang laki-laki maka bajunya harus dibuka 

kecuali yang menutupi auratnya, dicambuk dengan cambukan yang sedang 100 
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kali cambukan, disyaratkan cambuk yang digunakan harus kering, tidak boleh 

basah, karena bisa menimbulkan luka, apabila ekor cambuknya lebih dari satu 

ekor maka pukulan cambuknya dihitung sebanyak ekornya. Hukuman dera atau 

cambuk tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap orang  yang terhukum, karena 

hukuman itu bersifat pencegahan, oleh karena itu hukuman tidak boleh 

dilaksanakan pada saat cuaca panas atau cuaca dingin dan tidak boleh dilakukan 

pada orang yang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang hamil sampai ia 

melahirkan.
77

 

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan menurut Imam Syafii dan Imam 

Hambali dikeluarkan dari keluarganya dengan tujuan bisa merasakan tidak diakui 

dalam keluarganya sendiri karena telah melakukan perbuatan yang dilaranag 

selama satu tahun. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Imam Malik diasingkan 

dengan artian dikeluarkan dari kelaurga muslim ke non muslim denagan tujuan 

bisa bertobat, setelah bertobat dapat kemabli kekluarga muslim dan dapat 

berkelakuan baik sperti orang-orang mulim lainya. 
78
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